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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 54TAHUN 2OO8

PERATURAN DAERAH KABUPATEN KONAWE
NOMOR 6 TAHUN 2OO8

TENTANG

PEMBENTUKAN KECAIAATAN WAWONII TENGGARA, WAWONI!
TIMUR LAUT, LALONGGASUMEETO DAN KECAMATAN ONEMBUTE

DI KABUPATEN KONAWE.

DFNGAN RAHMAT TUHAN YAiIG MAHA EsA
BUPATI KONAWE ,

ivlenimbarrg : a. banwa untuk memperpirrdek re:,tang ilendali
penyetenggaraan Fer:rerintahan dan pelayanan
kepaaa masyarakat, :lraka dipandang pertu
memekarkan beberapa Kecam;rtan yang berada
dalam witayah Kabupaten Konawe;

b. bahwa witayah Kecarnatan Wawonii Tenggara,
Wa'.','o;ri: Ti'nur l-aut, Lalonggasumeeto dan
Kecamatan Onembute memeiruhi syarat untuk
dimekarkan, baik ditinjau dari aspek luas wilayah,
jumtah Desai Keturahan maupun jumtah penduduk;

c. bahwa sehubunqan denqan maksud huruf a dan b
tersebut diatas, maka pertu ditetapkan dengan
Peraturan Daerah-
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2.

F

Undang-Undarrg Nomor ?g Tahun 1959 tentang l
Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat tl di Sulawesi 

*

(Lembaran Negara Rl Tahun 1o5s Nomor 74,
Tambahan Lembaran Negara Rl 1822); i

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang :

Pokok-Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Rl 
.

Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lernbaran Negara
Rl Nomor 3A411 sebagaimana telah ctiubah dengan
Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran
Negara Rl Tahun 1999 Nonnor 169, Tambahan
Lembaran Negara Rl Nomor 3890i;
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 7004 tentang
Pembentukan Peraturan Penrndang-Undangan
(Lembaran Negara Rl Tahun 2004 l'.lonor 53,

Taiiibahan Lembai'an Negai"a Rl l',lomor 4389);
Undang-U;idang }lomcr 32 Tahun 2A04 tentang
Pemei'irrtahan Daerah (Lembaran llegara Rl Tahun
2004 Nomor 125, Tambahan Ler'tbaran Negara Rl

Nomor 4437);
Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang
Perimbangan Keuangan antara Pernerintah Pusat
dan Daerah (Lembaran Negara Rl Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Rl Nomor 4438);
Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang
Koordinasi Kegiatan lnstansi Vertikat di Daerah
(Lembaran Negara Rl 'Tahun 1988 Nomor 10,
Tarnbahana Lembaran Negara Rl Nomcr 3439j;
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000
Tentang Kewenangan Pemerintah dan Provinsi
sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Rl Tahun
2000 Norrtor 54, Tambahan Lembaran Neqara Rl

Nomor 3952);

.,tt

3.

4.

5.

6.

7.
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8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2003 tentang
Pedoman Organisasi Perangkar Daerah (Lembaran
Negara Rl Tahun 20Ci Nomor 1q, Ianrbahan
! embaran Negar-a Nomcr 4252):

9. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun Z0A4
tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendan
menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara R!
Tahun 20Ct4 Nomor'103);

l0.Peraturan Menteri Datam lieger^i Nomoi- 3 Tahun
2005 tentang Pedoman T'ata Naskah Dinas;

11. Keputusan Aienteri Datam l'{egen l.iomor 4 Tahun
2000 tentang Pedoman Pembentukan Kecamatan:

12. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nomor ro
Talrun 2000 tentang Kewenansan Pemerintah
Kabupaten Kendari sebagai Daerah Otonom
(Lembaran Daerah Tahun 2000 l{om or 64J;

t 3. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari Nonor 2J
Tahun 2000 sebagaimana telah diubah yang
terakhirkatinya dengan Peraturan Daerah Nomor 13
Tahun 2003 tentang Pembenr.ukan, Susunin
Organisasi dan Tata l(crja Peiangkat Daerah
Kabupaten Kendari (Lernba.an Daei-ah Tat,un 2003
Nomor 27);

14. Peraturan Daerah Kabupaten Kendari i.lomor 1 5

Tahtrn 7A02 tentang Pembentukan 6 (enam)
Kecamatan datam Witayah KaDupaten Kendari
(Lembaran Daerah Kabupaten Kendari Tahun 2002
Nomor 17;.

Dengan Persetujuan Bersama

D E\^/AN P E RY/A Ki LA N P"A. |(YAT DA E RA ii 1"A B U PATE },! K C N AWE
dan

BUPATI KONAWE
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MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAEP-AH KABUPATEN KONAWE
TENTA}.IG PEMBENTUKAN KECAJITATAN WAWONIi
TENGGARA, WAWONI| TIIIUR LAUT,
LALCNGGA5UMEETO DAN KECAMATAN ONEftTBUTE

DI KABUPATEN KOI.IAWE.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Datam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adatah Kabupaten Konawe.
7. Pemerintah Daerah adatair Bupati dan Perangkat Daerah Sebagai

Unsur Penyetenggara Pernerintahan Daerah.
(epala Daeralr aCai.:h tsupati Konawe.
Dewan Perwakilan Rakyat Direrah yang setanjutnya disebut DPRD
adatah Lembaga Penankilan Rakyat Daerah sebagai unsur
penyeter:ggara Pemerintaha n Daerah.
Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adatah Peraturan
Daei'ah Kabupaten Konawe.

6. Peraturan Kepala Daerah adatah Peraturan Bup[ati Konawe.
7. Sekretaris Daerah adatah Sekretaris Daerah Kabupaten Konawe.
8. Kecamatan adatah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah.
9. Kelurahan adalah adatah witayah kerja Lurah sebagai Perangkat

Dae:-ah d'! bawah Kecamatan.
10. Desa adaiah kesatuan masyarakat hukurn yang memitiki

kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan
masyarakat setempat ;ang diakui datam sistem Pemerintahan
i,lasionat dan berada di Daeraii;

11. Bada.n PertirnbanganJabatan dan Kepangkatan yang selanjutnya
disingkat BAPERJAKAT adatah BAPERJAIGT Lingkup Pemerintah
Daerah yang diangkat dan diberhentikan oleh Kepala Daerah-

3.
4.

5.
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BA.B II

PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk
a. Kecamatan Wawonii Tenggara;
b. Kecamatan Wawonii Timur Laut;
c. Kecamatan Latonggasumeeto;
d. Kecamatan Onembute.

BAB III

LIJAS W||-AYAH, JUIiLAH DESA DAN JUMLAH PENDUDUK

Pasal 3

(1) Kecamatan Wawonii Tenggara seluas 79,01 Km2 dengan batas
batas sebagai berikut:
a. Sebetah Utara berbatasan ciengan Kec, Wawonii Tinnur;
b. Sebetah Timur berbatasan dengan Laut Banda.lPutau Buton;
c. Sebetah Setatan berbatasan dengan Kec. Wawonii Setatan;
d. Sebetah Barat berbatasan dengan Gunung Waworete.

(2) Kecamatan Wawonii Tenggara metiputi :

a. Desa Nambo Jaya;
b. Desa iAoscio;
c. Desa Sina Utu Jaya;
d. Desa Tondongito;
e- Desa Polara;
f. Desa Roko-Roko;
g. Desa Dompo-dompo Jaya;
h. Desa Teporako;
i. Desa Sukareta Jaya
j. Desa Sainoa Jaya

9dd@tu*5fuAn@tur,n4f 5



{3} Kecamaian Wawcnii Tenggara sellula merupakarr 5r..'ragiari cari
wila-y3i1 Kec.;;matan Wawcnii Timur iian \{jawcnii Se[at.,, i:

i4i Dengan dibenrukn)/a Ke{amatan !t'awon': r'litggara, rneka vritalvah
Kecamatan Wawonii 5elato.n, vr-.?wt-r1ii Tilr:r.ir- c1i!:iiiangj cengail
wita-vah Kacamatan vVawonii 'l enggar'a;

(5) Pusat Pemerintahan Kecamatan wawoni; Tenggara ber-ada d! Desa
Potara;

(6i Jumtah pc:rduduk Kecamatan wawonii renggara edatah r.Tz4 jiwa:
{7) Peta wiiay"rh Kecarnatan wawosrii renggara adaiah sei:agaimana

tertampir cjan merupakan bagian yang tidak te:pisahkan ciengan
Peraturan Saerah ini.

Pasal 4

(1; Kecamatan wawonii rimur Laut dengan batas-batas sebagai
benkut :

a. Sebetah Utara berbatasan dengan Kec. Wawonii Timur;
b. Sebetah Timur berbatasan dengan Laut Bania;
c- sebetah Selatan bei-batasan dengan Kec. wawonii setatan;
d. Sebetah Barat berbatasan denga;, Gun,;^,g',yJv;.icic.

(2) Kecamatan Wawc;rii Timur Laut metiputi :

a. Desa Bangun Mekar;
b. Deso Noko;
c. :lesa Tangkombuno,
d. Desa Ladianta;
e. Desa Dimba;
f . Desa Mata Dimba;
g De:a Matabubu;
h. Desa Puurau;
i. Desa Watuondo;
j. Desa Patande.

(3) Kecamatan wawonii rimur Laut semula merupakan sebagian dari
witayah Kecamatan Wawonii Utara dan Wawonii Timur;

{+) Dengan dfbentukny'a Kecaniatan wa',vonii rimur Laut, nnaka
witayah Kecarnatan wawonii utara, wawonii rimur dikurangi
dengan \Yitavah Kecamatan Wawonii Timur Laut;

9tur @ fug- .9&*un @aAot,, nila"
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15i Pusat Pernerintahan Kecamatan V/awonii Timur Laut berada di
Desa Lacianta;

i5) Jurntah penduduk Kt--cdrr'rdtdli Wawonii Tirnur Laut adaiah 7.968
jiwa:

i)7i Peta Wiiayah Kecamatan Wawonii fimur Laut adatah sebagaimana
terlarnpii" dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal

(1) Kecamatan Latonggasumeeto dengan batas-batas sebagai berikut:
a. Sebetah Utara berbatasan dengan Desa Muara Sampara Kec.

Bondoata:
b- Sebetah Timur berbatasan dengan Laut Banda;
c. Sebel."h Setatan berbatasan dengan Kec. Mandonga Kota

ilendari;
d. Sebetah Barat berbatasan dengan Kec. tsorrdcala.

(2) Kecamatan Lalonggasumeuto metiputi :

a. Desa Toti-Toti;
b. Desa Nii Tanasa;
c. Desa Rapambinopaka;
d. Desa Latombonda;
e. Desa Puuwonua;
f. Desa Bum: lndah;
g. Desa Lalonggasumeeio;
h. Desa Tootawawo;
i. Desa Watunggarandu;
j. Desa Wawobungi.

(3) Kecamatan Latonggasumeeto semuta merupakan sebagian dari
w:tayah Kecamatan soropia;

(4) Dengan dibentuknya Kecamatan Latonggasumeeto, maka rvitayah
Ke.camatan Soropia dikurangi dengan Witayah Kecamatan
Latonggasunreeto.

(5) Pusat pemerintahan Kecamatan Latonggasumeeto
Latonggasumeeto.

?ahd@tu+5&tun@&u*m4{
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(6) Jumtah penduduk Kecamatan Lalonggasumeeto adatah 7.389.
Jiwa.

i7) Peta wiiayan Kecamatan Lalonggasumeetc adaiah sebagaimana
tertampir dan merupakan bagian )/ang tak tei'pisahkan dengan
Peraturan Daerah ini.

Pasal

(1) Kecamatan Onembute dengan batas-batas sebagai berikut:
Sebetah Utara berbatasan dengan Kecamatan Uepai;
Sebeiah Timur berbatasan dengan Kecamatan Lambuya ;

Sebretah Selatan Lrerbatasan dengan Kecamatan Pun'ala;
Sebetah Barat berbatasan dengan Kecamatan Tirawuta Kab.
Kolaka.

(2) Kecamatan Onermbute metrput; :

Desa Onennb.:te;
Desa Trimulya:
Desa Napoosi
Desa Silea;

e. Desa Utumeraka;
f . Desa Mataiwoi;
g. Desa Kumapo;' h. Desa Kasumeia.

(3) Kecamatan Onembute semuta merupakan sebagian dari witayah
Kecamatan Lambuya;

(4) Dengan Cibentuknya Kecamatan Onennbute, nlka witayah
Kecamatan !-ambuya dikurangi dengan Wilayah K-ecamatan
Onembute.

(5) Pusat pemerintahan Kecamatan Onembute berada di Desa
Kumapo.

(6) Jumiah penciuciuk Kecaanatan Onembuie aciaiah 7.556. iiwa.
(7) Peta witayah Kecamatan Onembute aciatah sebagaimana tertampir

dan merupakan bagian ;rapg rak terpisahkan dengan Peraturan
Daerah ini.

a.
b.
t-

;

a.
b.
c.
d.
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B4B IV

iBuK*TA KLaAMATA.i'.i

Fasai 7

ii ) Desa yang ditetapkan rneniadi lbukota Kecamatan sebagaimana
dimaksud Pasal 3 ayat (5i, Pasai 4 ayai (5), Pasal 5 ayat (5), Pasat
6 ayat (5), ;naka dengan sendirinya be:ubah status rneniadi
Keturahan;

i2 ) Pendefinitifan Desa menjadi (,'lr rr3f 24 sebagaimana dimaksuC
ayat ii ) pasat ini ditetapl..an melatui Peraturan Kepala Daerah.

BA.B V

KEDUDUKAN, TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Pasal I

(1) Kecamatan adatah unsur petaksana Pemerintah Dae:'ah dibidang
pemerinrahan, pembangunan dan kemasyarakatan,

(2) Kecamatan dipimoin oteh seorang Camat yang berada dan
bertanggungjawab kepada Kepata Daerah.

Pasal 9

Kecamatan adalah unsur petaksana Pemerintah Daerah ciibidang
pemerintahan tingkat kecamatan, Pembina Pemerintah Desa I
Keturahan, pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan,
penyetenqgaraan koordinasi dengan dan atau antar kegiatan
Perangkat Daerah dan antara lnstansi vertikal ditingkar. Kecamatan
serta tugas tain yang ditimpahkan Kepata Daerah.

9?dnt @,1]-g - ttuAur @dim'm4l
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Pasal f0

Unii;k rnr-nyel,.:npgaraka;l tugas pckok sebagaimana dimaksud pada
pasal 9 Pei-aiuiair Daerah ini Camat mempunyai tugas :

a. Penyeienggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembinaan
pemerintahan Desa / Kelurahan.

b. Pembinaan keientraman dan kesejahteraan sosial serta ketertiban
wilayah.

c. Pembinran pembangunan masyarakat desa yang rneiiputi
pembinaan sarana dan prasarana perekonomian, produksi dan
perrb:naan pembangunan pada umumnya serta pembinaan
[ingkungan hidup.
Pembir iaair kesejairteraan sosia[.
Pernbinaan petayanan uir tutl.
Per-ryu5LJnsE-r rencana dan prcg!'am, pemlrinaan admini:tr"asi dan
ketatausahaan.

g. Tugas-tugas [a,in yang ditimpahkan oleh Kepata Daerah.

BAB VI

SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 11

(1) Susunan organisasi Pemerintah Kecamatan terdiri dari :

a. Camat;
b. Sekretaris Kecamatan;
c. Seksi Pemerintahan;
d. Seksi Ketenteraman dan Keter.tiban;
e. Seksi Pembangunan Masyarakat Desa;
f. Seksi Kesejahieraan Sosiat; -

g. Seksi Pelayanan Umum;-
h. Ketompok Jabatab Fungsional.

d.
e.
f.
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(2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintah Kecamatan adalah
sebaga'imana terlampii- dan rnerupakan saiu i<esatuan tt'a-g t-a;i

terpisahkan dengan Peraturan Daerah irri.

BAB VII
URAIAN TI.IGAS

Bagian Pertama
Sekretar.is Kecarnatan

Pasal 12

(1) Sekretariat Kecarnatan adatah u, isur staf :

(2) Sekretariat Kecarnatan dipimpin oteh seorang seki'etaris
Kecamatan yang selanjutnya disingkat i disebut Sekcam, berada
dibawah dan bertanggungjawab kepada Carnai.;

Pasal f3

Sekretaris Kecamatan mempunyai tugas metakuKan pemDinaan
administrasi dan petayanan teknis ajministrasi bagi seturuh satuan
organisas! Pemerintah Kecamatan.

Pasal 14

Untuk menyetenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada Pasa[ 12

Peraturan Daerah irri Sekreta,"iat Kecanratan ffierlipunlai fungsi :

a. Penyusunan rencana, pengendatian dan mengawasi
pelaksanaannya;

b. Urusan administrasi keuangan;
c. Ur,.tsan tata usaha, :C*inistras! t epegawaian, pertengkapan dan

rumah tangga.

<l
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Bagian Kedua
Seksf Pemerintahan

Pasal i 5

{1) Scksi Pemerintahan adatah unsur petaksana Pemerintah Kecamatan
dibidang penvetenggaraan Pemenntahan;

/\ (2) Seksi Pemerir-,tahan ciipimpin oleh seorang Kepata Seksi, berada
' dibavrah dan bertanggungjawab kepada Camat;

Pasal 16

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas menyetenggarakan urusan
Pernerintahan De:a/Ketuahan dan urusan Pemerintahan umum
ditingkat Kecamatan.

Pasa[ '!7

Ur,tuk menyetenggarakan tugas terscbut pada pasal 16 Peraturan
Dacrah ini, seksi pemerintahan mempunyai fungsi :

a. Penyelenggaraan pemerintahan umum;
b. Pembinaan pemenntahan Desa/Keturahan.

Bagian Ketiga
Seksi Ketenteraman dan F-etertiban

Pasal 18

(1) Seksi Ketenteraman dan Keteniban adalah unsur pelaksana
pemerintah Kecannatan dibidang pembinaan ketenteraman dan
ketertiban witayah.

(2) Seksi Ketenteraman dan Ketertiban tersebut Mantri Potisi
Pamong Praja, berada dibawah dan bertanggungjawab Kepada
Camat.

rV
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Pasal 19

Seksi Ketenteraman dan Ketei'tibarr rne'npun'/ai tugas retaksanakai-,
ne.nbinaan ketenteraman dan keieri.ilar': vrit3o'u5, pembinaai-r
ideciogi dan potitik sei'ta pembrnaan Potisr Panrorrg Praja.

Pasal ZO

Untuk menyetenggarakan tugas tersebut pada pasat 19 Peraturan
Daerah ini, Seksi Ketenteraman dan K.etertioan mempunyai fung:i :

a. Sebagai penyusun program dan petaksanan tugas - tugas
pembinaan ketertiban vrilayah;

b. Sebagai penyusun progr3s-1 dan pelaksanaan tugas-tugas
namh.i--r- irl^^l^^i .l^^ ^^li+il, l^l -- naa^-i.
Pgllluill(lcltl ttlgvr,vSt rrsSo.rq' \rclrr P\J(rLrn \rc!rollI rlgSgl l.

c. Sebagai penyusun prograrn dan Detaksana tugas-tugas pembinaan
polisi pamong praja.

Bagian Keempat
Seksi Pemberdayaan Llasyarakat Desa

Pa:al 21

(1) Seksi Pemberdaya"n Masyarai<ar Desa adatah unsur petaksana
Pemerintahan !(ecamatan dibidang p,embangunan.

(2) Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa tersebut pada ayat (1)
dipimpin olch seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan
brertanggungjawab kepada Camat.

Pasal Zz

Seksi Pemberdayaan l\r.asyarakat- Desa merrpunyai tugas pokok
metakukan Derencanaan dan penyusunan program sertd
pengendalian dan pembinaan terhadap kegiatan pembangunan
didngkat Kecamatan.

13?de, @ fu* SfuALm @lalw * m*l'
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Fasal Z3

Untuk menyetenggarakarr tugas terseblit pada pasai '17 Pei'atui'an

Daerah ini, Seksi Pcrnberdayaan Masyar-akat Desa mempurtyai fungsi :

a. Sebagai p€nys'gn program dan pembina kegiatan pembangunan

s3rana dan prasarana fisik perekonornian dan produksi-
b. Sebagai P€n5ru5t. pi'ogram dan pembirra kegiatan pembangunan

lingkungan hfdup dan kegiaian pembanguiian laini;ya ditingk:t
Kecamatan.

Bagian Keiima
Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 24

(1 ) Seksi Kesejahteraan
Kecamat-a,r dibidang

(2) Seksi Kesejahteraan
seorang Kepata seksi
kepada Camat.

Sosial adatah unsur petaksana Pemerir ltahan
pembinaan kesej ahteraa n masyarakat
So:rat terseb,.rt pada ayat ('i) rlipimpin oteh
yang berada dibawah dan bertanggunqjav;ab

Pasal 25

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas pokok

mengkoordinasikan kegiatan p3nyusunan program dan petaksanaan

. kegiatan pembinaan kesejahteraan masyarakat.

Pasal 26

Untuk menyetenggarakan tugas tersebut pada pasal 25 Peraturan
Daerah ini, Seksi Kesejahteraan Scsial mempunyai fungsi :

a. Sebagai penyusun program untuK kegiatan-kegaitan pembinaan,
. petayanan dan bantrran sosial, terrna.suk kegiatart Dembinaan

kepemudaan, optimatisasi peranan wanita dan pembinaan
otahraga.

9&a (a 1 thq- 1fuAum @1t&u " m4al' 14



b. Sebagai penyusun program untuk kegiatan pembinaan kehidupan
beragama, kependidikan, kebudayaan dan kegiatan sosial

enrasyar-akatan lainnya-

Bagian Keenam
Sek-si Pelayanan Umum

A Pasal 27

(1) Seksi Petayanan Umum adatah unsur petaksana Pemerintahan
Kecamatan dibidang penyetenggaraan pelayanan umum.

. {7) Seksi Fetayanan umum tersebut pada ayat (1) dipimpin oleh
seorang Kepala Seksi yang be!-ada dibawah oari bertanggungjawab
kepada Camat.

Pasa[ 28

Seksi Petayanan Umun mempunyai tugas pokok metaksanakan
petl,yanan umum yang metiputi petayanan kependudrrkan, kebersihan
dan perizinan.

Pasal 79

Untuk menyetenggarakan tugas tersebut pada pasat 28 Peraturan
Daerah ini, Seksi Petayanan Umum mempunyai fungsi :

a. Sebagai penyusun program dan penyelenggaran kegiat-an

petayanan kependudukan dan catatan sipit.
b. Sebagai penyusun program dan penyelenggara kegiatan

kebersihan, keindahan, pertamana ciar.- penanggutangan

kebakaran.
c. Sebagai penyusun progranl dan

pelayanan perizinan.
penyetenggara kegiatan

,).
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Bagian Ketujuh
Kelornpok Jabatan Fungsionai

e
Kelompok Jabatan Fungsional
sebagian tugas dan fungsi
kebuiuhan.

Pasai -t0

rnempunyai tugas pokok metaksanakan
Camat sesuai denqan keahtian dan

Pasal 3'!

(1) Ketompok Jabatan Fungsionat sebagaimana r!rmaksucj pada pasaI 
o,

30 Peraiuran Daerah ini terdiri dari sejumtah tenaga datam
jeriiang jabatan fungsionoi yang Lerbagi datam berbagai
ketor:rpck sesuai dengz:i oidang keahliannya-

(2) Setiap Kelompok ;abatan Fungsionat ciipimpin oteh seorang
tenaga fungiionat senior yang ditunjuk oteh Kepata Daerah dan
bertanggung ;awab kepada Camat.

(3) Sejumtah jabatan fungsional pada setiap Kecamaran ditcntuka;:
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

14) Jenis Can jenjanq jabatan i.rngsionat diatur berdas:;'xan pera:uran
perunciang-undangan yang bertaku.

BAB VIII

PENGANGKATAN DALAAT JABATAN

Pasal 32

Datam petaksanaan tugasnya camat, sekcam, para kepata seksi dan
ketompok jabatan funqsional waiib menerapkan prinsip koordinasi,
rntegrasi dan singkronisasi baik datam tingkungan masing-masing
maupun antar satuan organisasi dalam pemerintahan kecamaian
sesuai dengan tugas pokok masing-masing.
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BAB IX

TATA KIRJA

Pasai 33

n Datam meiaksanakan tugasnya. Camat serta Sekcam, Kepata Seksi dantd Ketoinpok Jabatan Fungsional, v'ajib menerapkan prinsip koordinasi,
integrasi dan sinkronisjsi baik dattm tingkungan kerja masin-rnasing,

, maupun satuan antar organi:asi Calam pemerintahan Kecamatan
sesuai dengan tugas pokok dan r'ungsi-rnasing-masing.

Pasal 34

Setiap pirrrpinan satuan organisasi wajib m€ngawasi bawahan masing-
masing- dan bita terjadi penympangan agar mengambil, langkah-
iangkah yang pertu sesuai dengan peraturan yang beriaku.

Pasal 35

Se'-iap oimpina;r satuan organisasi datam tingkungan pemerintahan
Kecamatan, bertanggungjawab memimpin dan mengkoordinasikan
bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan dan
oetunjuk hagi petaksanaan tugas bawahan.

Pasal 36

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengikuti dan mematuhi
petunjuk-petunjuk dan bertanggungjawab repada atasan maSing-
masing, serta menyampaikan laporan berkata tepat pada waktunya
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BAB X

KETENTUAN PERALIHAN DAN PENUTUP

Pasai 37

, Dengan bertakunya Peraturan Daer"ah ini maka

{r a. Kecamatan Wawonii Selatan, metiputi :T 1- Keturahan Sawaea.
7. Desa Bobotio." 3. Desa Wawouso.
4. Desa Wungkolo

.' 5. Desa Baku-Baku.
6. Desa Lawey.
7. Desa Sawapatani.
8. Desa Puuwatu
9. Desa Wavrouso 3ai-;

b. Wilayah Kecamatan Wawonii Timur, mel.iputi :

1. Keturahan Munse.
2. Desa Munse.
3. Desa Tekonea.
4. Desa Wakadawu.
5. Desa Lebo.
6. Desa Nanga.
7. Desa !-aputir.

c. Witoyah Kecamatan Wawonii Utara, rutiputi
1. Keturahan Lansiiowo.
2. Desa Tambaone Utama.
3. Desa Patingi.
4. Desa Mawa.
5. Desa Mataburanga.
6. Desa Tambaone.
7. Desa Labeau.

_\-
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c

8. Desa Waworope.
9. Desa Wawoea.
'!0. Desa Wawobeau,
11. UeSa UonqKataea
12. Desa Patingi Barat
13. Desa Mataiwoi
14. Desa Labisa

Witayah Kecamatan Soropia, metiputi :

1. Kelurahan Toronipa.
7. Desa Ssrue Jaya.
3- Desa Saponda.
4. Desa Tapurtaga.
5. Desa Mekar.
6. Desa Bajo lndah.
7. Desa Bokori.
8. Desa Soropra.
9. Desa Ato Watu.
10. Desa Waworaha.
1 1. Desa Sawapudo.

Witayah Kecamatan Lambuya, metiputi
1. Keturahan Lambuya.
2. Desa Awutiti.
3- Desa Tanggobu.
4. Desa Aaki.
5- Desa Amberi.
6. Desa Meraka.
7. Desa Waworaha.
8. Desa Watarema.
9. Desa Wonuahoa.

d.

1",

gdd 
@ fu* Sfuhan @&oz " t*4t? 19



'f
I

Pasal 38

Pei'alui-an Daerah ini muiai be:'taku pada tanggai dlundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan
pengunciangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya datam
Lembaran Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha
Pada tanggal 22 Februari 2008

BUPATI KONAWE,

T.T.D

H.LUKMAi.I ABUi..lA#AS
Diundangkan di Unaaha
Pada tanggal 22 Februari 2008

PIt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KONAWE,

T.T.D

MUSTARI.T.

TEMBARAN DAEMH KABLJPATEN KCNAWE TAHUN 2OO8 NOMOR 54

DENGAN ASLINYA
SETDA TdB. KONAWE,

H.A SH

3

UNTUK SALINAN
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